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MOTTO
“Impossible Is Nothing”
(Tidak Ada Yang Tidak Mungkin)
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ABSTRAK

Farhiyah. 1518024. 2023. Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis
Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan
Tahun 2020. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Kholil Said, M.H.I.

Pelaksanaan Pilkada Pekalongan Tahun 2020 dilaksanakan pada saat covid-
19 yang mana semua aktivitas kampanye dilaksanakan melalui media massa
elektronik. Yang sebelumnya dilakukan secara langsung, tetapi pada pelaksanaan
kampanye Pilkada Pekalongan Tahun 2020 dilakukan dengan melalui media massa
elektronik atau melalui media sosial. Pada kasus kampanye di luar jadwal yang
terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dalam
peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 sudah jelas mengatur tentang metode, teknis
dan jadwal pelaksanaan kampanye. Namun dalam praktik di lapangan masih menuai
problem. Yang mana jadwal pelaksanaan kampanye di media massa elektronik,
media sosial, media cetak dilakukan mulai tanggal 22 November 2020 sampai 5
Desember 2020 dalam pelaksanaanya masih banyak yang melanggar ketentuan
tersebut. Kasus kampanye di luar jadwal dilakukan oleh pendukung pasangan calon
nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua). Dalam kasus ini sudah naik pengadilan
dan sudah ada putusannya. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan
hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020? (2) Bagaimana akibat hukum
pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 20207

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan metode
pendekatan top-down, sumber data primer diperoleh dengan teknik observasi dan
wawancara dengan KPU, Diskominfo, Bawaslu, Gakkumdu, dan Warga Kota
Pekalongan. Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis
dengan teknik analisis deduktif.

Temuan penelitian ini dilihat dari 3 (tiga) substansi berdasarkan substansi
hukum adalah sudah jelas, yakni tertuang dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020
tentang pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye, dan mengatur tentang jadwal
kampanye. Dari sisi struktur hukum adanya KPU, Diskominfo, Bawaslu, Gakkumdu,
yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Dari sisi budaya
hukum yang belum optimal, banyak masyarakat belum tahu tentang pedoman dan
teknis pelaksanaan kampanye di media elektronik atau media sosial. Akibat hukum
pelanggaran kampanye berbasis media massa elektronik pada pilkada Kota
Pekalongan tahun 2020 dengan adanya kasus yang dilakukan oleh pendukung kedua
paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, yang mana ada yang terbebas dari hukuman
dan dijatuhi pidana. Akibat hukum dengan adanya kasus ini, dari segi sosiologisnya
yaitu nama baik paslon tersebut tercemar, dikarnakan paslon tersebut melanggar
ketentuan yang sudah dikeluarkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Akibat Hukum, Kampanye, Media Elektronik,
Pilkada
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2020 ini menuai
problematika bagi Pemerintah maupun masyarakat, hal ini disebabkan oleh
ancaman yang datang dari wabah covid-19 sehingga menciptakan kewaspadaan
ekstra kepada Pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah, dikarenakan wabah
covid-19 berpotensi melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan
kematian.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana
Non-alam Covid-19. KPU juga mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun
2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam
Covid-19. Peraturan KPU tersebut pada dasarnya melarang kampanye yang
sifatnya mengumpulkan massa namun tetap mengizinkan untuk melakukan
kampanye melalui media dalam jaringan (daring) ataupun media sosial
(medsos). Sehingga pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020 tidak seperti
kampanye pada masa Pilkada sebelumnya, peserta Pilkada dituntut untuk bisa
menyesuaikan pelaksanaan kampanye melalui daring atau online yaitu dengan
membuat akun media sosial sebagai media yang efektif untuk melakukan
kampanye kepada masyarakat. sehingga mendorong setiap kandidat agar

berinovasi dan berkreasi dalam melakukan kampanye secara online.



Jadwal Pelaksaanaan Kampanye menggunakan media massa, elektronik
dan cetak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020
tercantum pada ketentuan KPU Kota Pekalongan No. 90/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-
Kot/V1/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Pekalongan
No. 150/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/IX/2019 Mengenai Pedoman Teknis
Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pelaksaanaan kampanye dilaksanakan pada
tanggal 22 November 2020 sampai pada tanggal 5 Desember 2020 yaitu
menggunakan media massa, cetak dan elektronik.

Dengan adanya media sosial, di era sekarang ini partisipasi publik dalam
kampanye menjadi lebih berkembang. Kampanye sebagai aktivitas komunikasi
politik di era digital dapat menggunakan media jejaring sosial seperti facebook,
twitter, dan Instagram. Selain itu situs berbagi video seperti youtube juga
menjadi media yang penting untuk berkampanye. Mengenai kampanye
disebutkan bahwa penggunaan medsos dibatasi 10 akun untuk setiap jenis
aplikasi dengan memuat paling sedikit visi, misi, dan program peserta Pemilu.
Pendaftaran akun media sosial dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum
massa kampanye, akun media sosial wajib ditutup pada hari terakhir massa
kampanye.

Kampanye media elektronik atau di medsos pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 ternyata masih banyak menuai
permasalahan yang tadinya dimaksudkan oleh para pembentuk Undang-Undang

sebagai efektivitas dan efisiensi untuk penyelenggaraan pemilu faktanya justru



menuai banyak problem. Dalam masa kampanye pemilihan umum, media massa
elektronik ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi masyarakat dalam
menggalang dukungan. Dengan adanya hal tersebut, tidak sedikit kandidat
melakukan segala cara untuk meraih dukungan masyarakat melalui media massa
elektronik dan menjadikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
untuk mencapai tujuannya tersebut.

Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan Tahun 2020 terjadi pelanggaran yang mana peraturan PKPU No.11
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang mana
peraturan ini belum sesuai di lapangan. Permasalahan atau pelanggaran yang
terjadi pada pelaksanaan kampanye di media elektonik pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yaitu kasus kampanye di luar
jadwal lebih tepatnya kampanye di media sosial di luar jadwal yang dilakukan
oleh paslon Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.
paslon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP pada
kasus ini sudah naik ke Pengadilan.!

Pertama, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Hj. Balgis Diab,
SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si dari pencarian iklan berbayar
di media elektronik berupa facebook dengan kata kunci “Balgis Machrus”

ditemukan 6 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020

! Sugiharto dan Yudi, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Bagian Hukum Bawaslu
Kab.Pekalongan, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2021 dan 13 September 2022.



dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Mohamad Azmi.? Kedua,
kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon H. Achmad Afzan Arslan
Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP dari pencarian iklan berbayar di media
elektronik berupa facebook dengan kata kunci “Afzan Arslan Djunaid”
ditemukan 18 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020
dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Muhammad Falakhi.®

Pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan tahun 2020 yang seharusnya dilakukan mulai tanggal 26 September
2020 sampai 5 Desember 2020, kampanye melalui media masa, cetak dan
elektronik mulai tanggal 22 November 2020 sampai 5 Desember 2020. Tertuang
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor
90/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/VV1/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-
Kpt/3375/Kpu-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan
Tahun 2020. Pada peraturan ini dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai,
yang mana pasangan calon (paslon) Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H.
Moch. Machrus, Lc., M.Si, melakukan kampanye melalui medsos di luar jadwal

yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Pekalongan yaitu pada tanggal 23

2https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political _and_issue_ad
s&country=ID&view_all page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]
=relevancy_monthly grouped (Diakses tanggal 5 Juli 2021)

3https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads
&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=re
levancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all (Diakses tanggal 5 Juli 2021)



https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all

Oktober 2020, terdapat iklan kampanye di medsos melalui akun Facebook milik
Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan tahun 2020. Perlu adanya sinergitas antara beberapa instansi atau
lembaga seperti Bawaslu, KPU, Diskominfo, untuk menegakan hukum dalam
pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
2020. Dari permasalahan tersebut, tema yang diangkat penulis yaitu
“Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis Media Massa
Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan
Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa
elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun
20207
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media
massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
Tahun 20207
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penegakan hukum kampanye politik berbasis media
massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pekalongan tahun 2020.



b. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran kampanye politik
berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pekalongan tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan skripsi ini

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis
1) Pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan

ilmu pengetahuan terutama terkait analisis kampanye politik
berbasis media massa elektronik.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
untuk memahami penegakan hukum mengenai kampanye politik
berbasis media massa elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang
ingin mengetahui terkait Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik

Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil

Walikota Pekalongan Tahun 2020.

D. Kerangka Teori
1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan sebuah proses melangsungkan upaya

demi berdirinya atau berfungsinya hukum-hukum secra konkrit sebagai



kaidah sikap atau hubungan hukum dalam bernegara dan bermasyarakat.
Proses penegakan hukum menghubungkan semua masalah hukum dalam
setiap hubungan hukum, merupakan penegakan hukum dalam arti yang
paling luas. Dalam pengertian secara sempit, penegakan hukum dari segi
subjeknya hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu
untuk memastikan dan mewujudkan bahwa aturan hukum dapat berfungsi
seefektif mungkin.*

Konsep Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sebuah kebutuhan
untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang
ditunjukan para elit ditingkat lokal. Ketentuan umum mengenai pilkada
diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Gubemur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis”. Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan
umumnya biasa disebut sebagai Pilkada.

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu
sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas.
Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepimpinan politik
pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan

masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk

4 Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di

Indonesia” (Riau: Jurnal Ensiklopedia Sosial Review Universitas Lancang Kuning, No. 3, I, 2019),

306.



mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam
mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik
bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik
untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan
dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana
kecenderungan yang ada saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwasanya sebuah pemerintahan
daerah mempunyai seorang kepala daerah yang kemudian diakomodasi oleh
seorang wakil kepala daerah. Istilah gubernur, bupati, dan walikota secara
bersama-sama mengacu pada pemimpin provinsi, kabupaten, dan kota.

Para pemimpin daerah hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan
yang sama satu kali selama masa jabatan 5 (lima) tahun setelah dilantik.®
Proses dimana rakyat di daerah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan
haknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis
dikenal dengan sebutan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu).

3. Kampanye Politik

Rogers dan Storey menjelaskan bahwa kampanye merupakan

“serangkaian aktivitas komunikasi terencana yang disusun untuk

menciptakan efek tertentu pada khalayak dalam jumlah besar dan

5 Azwir Fahmi Harahap, “Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya”, Skripsi Fakultas Hukum Indralaya, (Sriwijaya:Universitas Sriwijaya, 2019), 3-4.

® Ani Sri Wahyu, “Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya”
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 68.



dilaksanakan dengan terus-menerus dalam waktu tertentu”. Ramlan secara
khusus mendefinisikan kampanye secara Kkhusus sebagai proses
penyampaian pesan-pesan yang mengandung isu-isu sosial dan juga bersifat
non-komersial.” Kampanye mempunyai 4 unsur yaitu Pertama, Tindakan
yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah akibat atau dampak
tertentu; Kedua, Jumblah publik sasaran cukup besar; Ketiga, memiliki
durasi waktu terbatas; Keempat melalui aktifitas komunikasi yang
terorganisasi.®

Kampanye politik adalah penerapan konsep dan metode marketing
yang diaplikasikan kedalam dunia politik, dengan persaingan yang sangat
ketat dalam politik maka diperlukan marketing untuk memperebutkan
mangsa pasar yang dalam hal ini adalah masyarakat (pemilih). Secara
singkat kampanye politik dapat disebut sebagai konsep penawaran program
yang nantinya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan
aktual oleh kandidat atau partai politik itu sendiri, marketing politik
bukanlah konsep menjual nama atau jasa seperti halnya marketing dalam
bisnis.’

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia
mempunyai sistem politik dengan kekuasaan pemerintahan yang berasal dari

rakyat dan untuk rakyat, yang dimana demokrasi tersebut dapat diartikan

" Njoo Peni Lupita Ardiana dkk, “Perancangan Kampanye Sosial tentang Pemahaman
Eksistensi dan Esensi Keragaman Lintas Etnis di Semarang” (Surabaya: Jurnal Desain Komunikasi
Visual Adiwarna Universitas Kristen Petra, No. 8, I, 2016), 2.

8 Ida Fariastuti dkk, “Kampanye Public Relations# Medialawancovid19 Di Media Massa”
(Jakarta: Jurnal Pustaka Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), No. 2, I1l, 2020),
213.

® Umaimah Wahid, “Komunikasi Politi” (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,2016), 14.
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sebagai pandangan hidup atau gagasan dalam mengutamakan persamaan
perlakuan baik hak maupun kewajiban dalam bermasyarakat, untuk
menjalankan pemerintahan yang demokratis diperlukan sistem yang
mendukung rakyat dalam memilih wakil, baik ditingkat pemerintah daerah
maupun pemerintahan pusat, salah satunya dilakukan dengan melalui
pemilihan umum, hal tersebut dirasa dapat mewakili suara rakyat sebagai
media pelaksana kedaulatan, yang tentunya dilakukan secara berkala agar
dapat terbentuk pemerintahan yang representatif dan efektif membentuk
Indonesia yang demokratis.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang
pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha
membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat.
Sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan janji-janji politik. Hal ini
bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye
politik, meski tidak selalu bermakna demikian.°

E. Penelitian Yang Relevan
Selama penyusunan penelitian ini dilakukan penelitian atau riset
terdahulu yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, misalnya :
Pertama, penelitian skripsi dari Icmi Tri Handayani (2014) “Tinjauan
Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam
Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye”. Hasil penelitiannya

adalah regulasi tentang kampanye pemilukada yang sebelumnya sudah

10 Siti Fatima, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”
(Diponegoro: Jurnal Resolusi Universitas Diponegoro, No. 1, I, 2018), 7.
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ditetapkan tetapi belum efektif terutama terkait implementasinya dan memang
belum dapat benar-benar mendukung penggunaan media secara adil. Sekalipun
sudah diadakan sosialisasi dan aturan telah dilakukan tetapi masih sering terjadi
suatu pelanggaran terkait kampanye pemilukada di media televisi. Penelitian ini
menggunakan teori pemilu, pemilu kepala daerah, teori tinjauan umum
kampanye.!!

Dari skripsi yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan
pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi ini berfokus pada
tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam
penggunaan media televisi sebagai media kampanye. Skripsi yang ingin dibahas
oleh peneliti yaitu berfokus pada penegakan hukum dalam kampanye politik
berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran
kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu
berfokus pada kampanye pemilihan umum kepala daerah.

Kedua, penelitian tesis dari Julianus Mangampa (2020) “Analisis
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media
Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”. Hate Speech atau ujaran
Kebencian yaitu sebuah aktifitas massa yang dijalankan oleh suatu badan atau

suatu kelompok berbentuk suatu hasutan, ataupun hinaan yang dituju untuk

11 Temi Tri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)”, Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara,
(Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 49-81.
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badan atau suatu kelompok lain pada berbagai macam aspek seperti halnya
warna kulit, ras, gender, kewarganegaraan, orientasi seksual, cacat, agama dan
lain sebagianya dengan melalui media elektronik. Penegakan hukum adalah
suatu proses yang pada kenyatanya adalah eksekusi berbasis keputusan
(implementasi diskresi) pada pengambilan keputusan yang tidak semuanya
bersifat hukum akan tetapi mengkaitkan penilaian pribadi, yang kemudian
diskresi pada kenyataanya terletak ditengah-tengah hukum dan moralitas (etika
dalam arti sempit). Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Dari tesis yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan pada
skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi ini berfokus pada analisis
penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media
elektronik. skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada
penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan
bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media
massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada penegakan
hukum terhadap sebuah kasus melalui media elektronik.?

Ketiga, penelitian dari skripsi Megi Ardiansyah (2017) “Kampanye
Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika
Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU)”.

Hasil penelitiannya yakni media elektronik yaitu sebuah alat yang optimal

12 Julianus Mangampa, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”, Tesis Magister Ilmu
Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), 96.
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digunakan dalam sebuah proses berkampanye yang mempunyai tujuan
meningkatkan elektabilitas politisi, popularitas, dan membangun opini publik
untuk menarik simpati dan dukungan publik. Penggunaan media elektronik tidak
hanya untuk penyaluran informasi saja dengan adanya masalah-masalah atau
peristiwa politik terkini, bukan hanya itu saja, media elektronik juga dapat
membangun sebuah opini publik (public opinion) yang dapat mendorong
perubahan konstruksi realitas politik melalui aktifitas kampanye. Penelitian ini
menggunakan metode dengan teori konsep kampanye, partisipasi politik.

Dari skripsi yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan
pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi ini berfokus pada
kampanye Pilkada menggunakan media massa elektronik dalam pandangan
etika politik islam, skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada
penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan
bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media
massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada kampanye
menggunakan media massa elektronik.®

Keempat, penelitian dari jurnal Siti Fatimah (2018) “Kampanye sebagai
Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu™. Hasil dari penelitiannya
adalah Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik

menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat.

13 Megi Ardiansyyah, “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam
Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU)”,
Skripsi Sarjana Hukum, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 94-100.
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Kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha
mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dengan
tujuan untuk memenangkan pemilu tertentu, maka setiap calon perlu
mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang. Strategi dan
perencanaan ini sangat penting karena menentukan kemenangan calon dalam
proses pemilu. Tulisan ini mengkaji konsep dari pentingnya kampanye sebagai
bagian dari komunikasi politik. Dengan menjelaskan konsep pesan dan strategi,
tulisan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dari suatu kampanye politik
memerlukan adanya perencanaan dan pembentukan tim yang cukup untuk
memaksimalkan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif
dengan teori tinjuan umum tentang kampanye, pemilu, strategi politik.

Dari jurnal yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan
pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu jurnal ini berfokus pada kampanye
komunikasi politik pada esensi dan strategi dalam Pemilu. Skripsi yang ingin
dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada penegakan hukum dalam kampanye
politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam
pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pada persamaan
pembahasan yaitu berfokus pada kampanye politik.*

Kelima, penelitian dari skripsi Eko Purnomo (2021) “Pengaruh

Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat

14 Siti Fatima, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”
(Diponegoro: Jurnal Resolusi Universitas Diponegoro, No. 1, I, 2018), 5-16.
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Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020”.
Hasil dari penelitian Eko Purnomo yaitu isu yang muncul di Pilkada 2020 terjadi
pada masa pandemi Covid-19, saat pemerintah menyerukan physical distancing
dan social distancing. Permasalahan yang utama yaitu ancaman-ancaman yang
datang dari pandemi ini dan ancaman terkait kesehatan masyarakatdan
keselamatan jiwa jika Pilkada tahun 2020 tetap dilakukan. Terkait permasalahan
tersebut dengan itu diperlukannya jalan lain yaitu kampanye yang menggunakan
media sosial atau kampanye daring. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif deskriptif dengan teori konsep kampanye, partisipasi politik.

Dari skripsi yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan
yaitu skripsi ini berfokus pada analisis pengaruh kampanye di media sosial
terhadap partisipasi masyarakat. Skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu
berfokus terkait penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media
massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik
berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada
kampanye di media sosial pada pemilihan kepala daerah.*®

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

15 Eko Purnomo, “Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih
Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 20207, Skripsi
Sarjana Hukum, (Jambi: Universitas Jambi, 2021), 39-57.
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Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, juga
dikenal metode penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian
hukum, cara pelaksananya yaitu dengan meninjau suatu keadaan faktual
yang sedang terjadi di masyarakat, dengan cara menelusuri fakta-fakta yang
berhubungan dengan penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis
media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan
kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.1

Jenis pendekatan dalam hal ini merupakan pendekatan penelitian
hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, berupa menelaah peraturan
perundang-undangan. Pendekatan konseptual, berupa menganalisa bahan
hukum. Pendekatan sejarah, dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis
maupun tidak tertulis yang dibedakan antara bahan primer dan bahan
sekunder. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan top-down, dimana
data-data yang diambil bersifat deduktif.l’ Dalam penelitian ini sifat
penelitian netnografi yaitu bentuk penelitian yang dapat digunakan untuk
menyelidiki budaya konsumen online. Ini bertujuan untuk mendekonstruksi
norma dan ekspresi budaya yang memengaruhi keputusan konsumsi dalam
kelompok yang diteliti dengan menonton debat dan acara yang terjadi secara

organik di internet dan website yang sudah disediakan untuk tempat

6 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitain Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalhan Hukum Kontemporer” (Semarang: Jurnal Gema Keadlilan
Universitas Diponegoro, No. 1, VII, 2020), 27-28.

17 Rulinawarty Kasmad, “Studi Implementasi Kebijakan Publik” (Makasar: Universitas
Hassanudin, 2013), 33.
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kampanye, pada pelaksanaan kampanye politik berbais media massa

elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun

2020.

2. Sumber Data
a. DataPrimer
Data primer dengan menggunakan penelitian langsung di

lapangan. Data tersebut diambil dari sumbernya yaitu dengan cara
langsung (object penelitian).!® Data tertulis seperti transkip hasil
wawancara, data yang diambil langsung dari hasil observasi lapangan
dan hasil wawancara.’® Sumber data primer merupakan hasil dari
wawancara dengan KPU Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan,
dan Diskominfo Kota Pekalongan. Mengenai kampanye politik berbasis
media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan Tahun 2020.

b. DataSekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang tidak secara

langsung berasal dari sumbernya, seperti data yang sudah ada yang
dapat diperoleh dari literatur. Data sekunder ini sebagai tahapan untuk
menguatkan data primer?°, didapat dari karya ilmiah, makalah, buku,
bukti catatan maupun laporan historis yang membahas tentang

penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa

18 Yusuf Nalim dan Salafuddin, “Statistika Deskriptif” (Pekalongan: STAIN Pekalongan
Press, 2002), 42.

19 Mahi M. Hikmat, “Metode Penelitian” (Yogyakata: Graha llmu, 2011), 72.

20 Mahi M. Hikmat, “Metode Penelitian” (Yogyakarta: Graha IlImu, 2011), 72.
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elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan

Tahun 2020.

1) Bahan Hukum Primer, misalnya :

a)

b)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.l
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1
ayat (1) bahwa “Pemilu yang kemudian disebut pemilu yaitu
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, angota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.

Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 90/Pp.0l1.2-
Kpt/3375/Kpu-Kot/Vi/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan KPU  Kota Pekalongan  No0.150/Pp.01.2-

Kpt/3375/Kpu-Kot/Ix/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
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Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

d) Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

e) Putusan Pengadilan Negri Pekalongan Nomor
:335/Pid.Sus/2020/PN PKI.

2) Bahan Hukum Sekunder, semua tulisan terkait hukum yang bukan
merupakan dokumen resmi, seperti :

a) Jurnal Hukum

b) Buku atau teks yang membahas suatu permasalahan hukum,
baik skripsi, tesis dan disertasi Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data
diadakan atau dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab dengan cara
langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Untuk itu
penelitian ini, metode wawancara bebas yang dilakukan bertujuan untuk
menghindari kekakuan namun mengikuti pedoman yang telah
ditetapkan.?! Wawanacara kepada Bapak Bilal (anggota KPU Kota

Pekalongan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

2L Sutrisno Hadi, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72.
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Masyarakat & Sumber Daya Manusia). Bapak Sugiharto, S.H Ketua
Bawaslu Kota Pekalongan, Bapak Tubagus Muhammad Sadaruddin
(bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota
Pekalongan). Dan wawancara yang dipilih secara acak, sehingga
diperoleh 3 (tiga) sampel yaitu Ibu Nailul Hidayah, warga Sapuro
Kebulen Kota Pekalongan Barat, Ibu Nurma Nabila, warga Kerapyak
Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Ibu Hilyati, warga Banyu
Urip, Pekalongan Selatan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu sebuah proses penyatuan data dengan
menghimpun data baik tercetak maupun tertulis. Teknik ini
mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-
data terkait isu hukum terkait bagaimana penegakan hukum kampanye
politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dan bagaimana akibat
hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa
elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan
Tahun 2020.
4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif.
Penalaran deduktif dalam manifestasinya dikenal sebagai silogisme.
Silogisme ini  merupakan suatu cara bentuk deduksi yang

memungkinkan seseorang untuk dapat mencapai kesimpulan yang lebih
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baik. Silogisme sebagai bentuk berfikir deduksi yang teratur terdiri dari

tiga pernyataan :

1. Premis mayor yang berisi pernyataan yang bersifat umum atau yang
mengemukakan hal umum yang telah diakui kebenarannya. Philipus
M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan
bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang
merupakan premis mayor adalah aturan hukum. Peneliti pada tahap
ini akan membahas aturan hukum terkait penegakan hukum
kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

2. Bersifat lebih khusus dan lebih kecil lingkupnya dari pada
pernyataan yang pertama disebut premis minor. Premis minornya
adalah fakta hukum. Fakta hukum pada penelitian ini merupakan
peraturan yang dikeluarkan di lapangan belum sesuai hukum yang
berlaku. Penulis pada tahap ini akan membahas tentang bagaimana
penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun
2020 dan bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik
berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pekalongan tahun 2020.

3. Merupakan kesimpulannya, disebut konklusi atau konsekuen yang
ditarik berdasarkan premis mayor dan premis minor. Dari kedua

premis mayor dan premis minor tersebut kemudian dapat ditarik
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suatu konklusi (kesimpulan).?? Dalam hal ini peneliti mencoba
menguraikan data dan disinkronkan yang digunakan sebagai patokan
awal pada penelitian ini, yang kemudian disimpulkan membentuk
suatu hasil penelitian yaitu penegakan hukum kampanye politik
berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pekalongan tahun 2020.

22 Ishag, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”
(Bandung: Alfabeta, 2017), 5.
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G. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan.

BAB | Merupakan Pendahuluan, secara sistematis pendahuluan berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Merupakan Landasan Teori, yang mencangkup konsep hukum yang
berisi penegakan hukum konsep pemilihan kepala daerah, dan
kampanye politik.

BAB 11l Menguraikan Hasil Penelitian, yang berisi pelaksanaan kampanye
politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun
2020 berbasis media massa elektronik.

BAB IV Merupakan Pembahasan Penelitian, yang menjelaskan mengenai
penegakan hukum dan akibat hukum pelanggaran kampanye politik
berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

BABV Merupakan Penutup, di dalam bab ini berisi, simpulan dan saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasaan, diperoleh
kesimpulan terkait “Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis

Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Pekalongan Tahun 2020 :

1. Penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Dilihat
dari tiga substansi menurut Lawrence Meir Friedman:

a. Berdasarkan substansi hukum yang sudah jelas. Peraturan yang
dikeluarkan yaitu PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sudah jelas mengatur tentang
pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye, dan mengatur tentang
jadwal kampanye.

b. Berdasarkan struktur hukum seperti KPU, Diskominfo, Bawaslu,
Gakkumdu, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.
KPU dalam menegakan hukum yaitu dengan ditangani oleh KPU sendiri
karena KPU mempunyai kewenangan yaitu menerima aduan terhadap
jajaran atau anggotanya. Bawaslu dalam menegakan hukum

penanganannya ada dua yaitu : yang Pertama, penanganan pelanggaran
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berasal dari temuan dan yang Kedua adalah penanganan pelanggaran
berkaitan dengan laporan. Diskominfo mempunyai layanan call center
112 berperan sebagai layanan penampung aduan masyarakat terkait
berita yang tidak benar atau hoax, dan menampung keluhan serta
memberikan informasi yang benar. Gakkumdu dalam menegakan hukum
yaitu menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan melalui
Panwaslu atau Bawaslu.

c. Berdasarkan budaya hukum yang belum optimal. Karena kampanye pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 ini
merupakan hal baru sehingga masyarakat belum tahu tentang pedoman
dan teknis pelaksanaan kampanye di media elektronik atau media sosial.

. Akibat Hukum Pelanggaran kampanye politik berbasis media massa

elektronik Pilwali tahun 2020 yaitu dengan adanya kasus pidana terkait

kampanye di media elektronik lebih tepatnya kampanye di medsos di luar
jadwal. Dilakukan oleh pendukung kedua paslon nomor urut 1 (satu) yaitu

H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP, nomor urut

2 (dua) yaitu Hj. Balgis Diab, Se, S.Ag, Mm. dan H. Moch. Machrus, Lc,

M. Si. Pada kasus kampanye di luar jadwal ini sudah naik pengadilan dan

dijatuhi pidana.

Kasus kampanye di luar jadwal ini dilakukan oleh salah satu
pendukung paslon nomor urut 1 (satu) H. Achmad Afzan Arslan Djunaid,

SE dan H. Salahudin, S.TP yaitu Muhammad Akhi Falakhi, S. Kom dengan

putusan No. 336/pid.Sus/2020/PN.PKI :
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a. Menyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kampanye
Di Luar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan”.

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan
pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).

Kasus kampanye di luar jadwal ini dilakukan oleh salah satu
pendukung paslon nomor urut 2 Hj. Balgis Diab, Se, S.Ag, Mm. dan H.
Moch. Machrus, Lc, M. Si. yaitu Mohamad Azmi Basyir, dengan Putusan
Pengadilan Negri Pekalongan Nomor :335/Pid.Sus/2020/PN  PkKI.
menyatakan bahwasanya terdakwa tidak terbukti bersalah. Perbuatan
terdakwa sebagaimana unsur dengan sengaja melakukan kampanye di luar
jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota. Dengan Putusan:

a. Terdakwa Mohamad Azmi Basyir, M.Sc tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam
tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum

c. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat

serta martabatnya.
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Pada kasus ini akibat hukum dari pelaksanaan kampanye
menggunakan media massa elektronik dari segi sosiologisnya yaitu
masyarakat banyak yang berubah untuk mendukung paslon tersebut dalam

pemilihan, sehingga citra diri para paslon tercoreng.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran penelitian ini ialah :

1. Perlu adanya kerjasama berbagai instansi atau lembaga yaitu KPU,
Bawaslu, Diskominfo, Gakkumdu dalam penegakan hukum pada
pelaksanaan kampanye politik berbasis media elektronik pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pengawasan penuh
terhadap pengaplikasian aturan hukum terkait pelaksanaan kampanye
berbasis media elektronik, karena realita di lapangan masih banyaknya
paslon atau kandidat yang melalaikan hal tersebut dan aturan hukum yang
belum sesuai, hal ini yang menjadikan adanya celah bagi paslon ataupun
oknum-oknum tertentu untuk memainkan sebuah aturan.

2. Instansi atau lembaga seperti KPU dan Bawaslu harus lebih memperketat
Kinerjanya, supaya tidak ada oknum yang menyalahgunakan suatu peraturan

yang sudah dikeluarkan dalam pemilihan umum.
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